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ABSTRAK 
 
PERAN KEPALA DESA DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA 
 DESA (ADD) DI DESA SAWAH KECAMATAN KAMPAR UTARA  
KABUPATEN KAMPAR 
 
OLEH: 
 
MARDIATUL ULFA 
NIM. 11575204928 
 
Penelitian ini dilakukan pada Kantor kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar 
Utara Kabupaten Kampar. Permasalahan yang diteliti bertujuan untuk 
mengetahui peran kepala desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di 
Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dan untuk 
mengetahui hambatan kepala desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa 
(ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. Oleh 
karena itu penelitian ini memerlukan data sekunder dan data primer. Data-datat 
ersebut dapat melalui pengamatan langsung atau obsevasi, dan wawancara. 
Setelah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan tehnik deskriftif kualitatif 
yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan 
kenyataan dilapangan dan hasilnya akan lengkapi dengan uraian-uaraian serta 
keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan dan beberapa 
saran. Rumusan masalah penulis skripsi ini adalah bagaimanakah peran kepala 
desa dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan 
Kampar Utara Kabupaten Kampar. Hasil penelitian ini adalah Pemanfaatan 
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 
Kampar dilihat dari segi perencanaan diketegorikan cukup baik. Dilihat dari 
pelaksanaan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ssawah 
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang dilakukan kepala desa telah 
cukup baik. Sedangkan pengawasan diketegorikan cukup baik, artinya 
pengawasan/evaluasi dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Sawah Kecamatan Utara Kabupaten Kampar dilakukan Kepala Desa telah cukup 
baik.  
 
Kata Kunci: Otonomi Desa,  peran Kepala Desa, Pemanfaatan Alokasi Dana 
Desa (ADD). UU Desa No 6 Tahun 2014 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Undangan-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Desa adalah 
undang-undang yang berlaku sekarang setelah undang-undang Nomor 22 tahun 
1999 tentang pemerintah daerah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 pada tanggal 15 Oktober 2004 dan atas 
diberlakukannya undang-undang baru ini bearti segala ketentuan tentang 
pemerintah desa khususnya, sudah harus segera dilakukan penyesuaian. 
Dasar pemikiran undang-undang Nomor 23 tahun 2014, sesuai dengan 
amanat undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dimana 
pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan berdasarkan otonomi daerah yang berpatokan pada desentraliasasi, 
dekosentrasi dan tugas pembantuan. 
Adapun wewenang yang berpatokan pada desentraliasasi, dekosentrasi dan 
tugas pembantuan yang diserahkan/dilimpahkan pemerintah, kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara 
Kesatuan Republik Indonesia/ kepada Gubernur sebagai wakil pemerintahan dan 
atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu adalah yang terdapat dalam 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah 
Daerah, dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
Tentang Pembangian Urusan  Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah 
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 
  
 
2 
Peran kepala desa Bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik 
Indonesia Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di 
lindungi dan di berdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis 
sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintah 
dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, dan makmur dan sejahtera, 
bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggraaan pemerintahan dan 
pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang- undang, Undang – undang 
tenteng desa yang di maksud bahwa Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang  untuk mengatur mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat.   
Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
pertunjuk pelaksanaaan undang-undang desa, dalam Struktur organisasi 
pemerintahan desa, di sebutkan bahwa:‟‟Kepala Desa dalah pemimpin 
Pemerintahan Desa tertinggi yang dalam melaksanakan tugasnya di banatu oleh 
perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan di lantik oleh bupati melalui pemilihan 
langsung oleh penduduk desa warga Negara Republik Indonesia. 
Kepala desa  merupakan pemimpin penyelenggraaan pemerintahan  desa 
berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama  Badan Pemusyawaratan  Desa 
(BPD) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun, dan dapat di perpanjang lagi 
untuk satu kali jabatan Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan 
peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. 
Pemahaman Desa di atas menempatkan desa sebangai suatu organisasi 
pemerintahan yang secara politis memeliki kewenangan tertentu untuk mengurus 
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dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut desa memiliki 
peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan Pemerintah Nasional 
secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari 
segala urusan dan program dari Pemerintah Desa sebangai kesatuan masyarakat 
hukum yang memiliki batas-batas wilayah, masyarakat adat/primodial atau 
tradisional sangatlah berbeda dengan masyarakat perkotaan (urban) dalam 
menggerakkannya. Karna sebangai msyarakat desa pada umumnya hanya dapat di 
gerakkan dengan meperhatikan adat setempat yang hidup dan berkembang serta 
diikuti dan dipelihara oleh masyarakat. (HAW. Widjaja, 2003 : 11). 
Agar dapat melaksanakan perannya dalam mangatur dan mengurus 
komunitasnya, desar berdasarkan ketentuan Peraturan pemerintah Nomor 72 
Tahun 2005, diberikan kewenangan yang mencangkup : 
1. Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa. 
2. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang 
diserahkan pengaturannya kepada desa. 
3. Tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 
Kabupaten/kota. 
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan 
diserahkan kepala desa. 
Sebagai konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari 
pelaksanaan ekonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. Widjaja 
(2003:133) menyatakan bahwa desa memiliki pontesi yang sangat tradisi, 
sehingga di perluhkan adanya perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan 
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otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi desa. Untuk mengatur 
dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa membutuhkan dana atau biaya yang 
memadai sebangai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya. 
Sumber pendapatan desa berdasarkan pasal 212 ayat (3) undang-undang 
nomor 32 tahun 2004 terdiri dari : 
a. Pendapatan Asli Desa, meliputi : 
1) Hasil usaha desa; 
2) Hasil kekayaan desa; 
3) Hasil swadaya dan partisipasi; 
4) Hasil gotong royong; 
5) Lain-lain pendapatan asli desa yang sah. 
b. Bagi hasil pajak daerah retribusi daerah Kabupaten/Kota; 
c. Bangian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di 
terima oleh kabupaten /kota; 
d. Bantuan dari Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten /kota; 
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. 
Kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian ADD 
merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya 
agar tumbuh dan berberkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri 
berdasar keanekaragam, Partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan 
pemberdayaan masyarakat. 
Bantuan langsung ADD adalah dana Bantuan Lansung yang dialokasikan 
kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan 
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masyarakat, kelembangaan dan prasarana desa yang diperluhkan serta 
dipioritaskan oleh masyarakat, yang bermanfaatan dan administrasi   
pengelolaannya dilakukan dan dipertangungjawab oleh Kepala Desa. 
Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu dana yang berasal dari 
APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 
yang diterima oleh kabupaten yang dianggarkan untuk pemerintah desa paling 
sedikit 10% dari APBD yang diperoleh dan ditambah bagi hasil pajak lalu 
dikurangi belanja pengawai. Sepuluh persen (10%) dari hasil penambahan dan 
pengurangan itulah yang dijadikan dana alokasi desa. Hitungan ini sudah sesuai 
dengan peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa. 
Menurut Arif (2007:55) dalam Pengelola Keuangan Alokasih Dana Desa 
(ADD) harus memenuhi prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu sebangai 
berikut: 
1. Pengelola Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bangian yang tidak 
terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa. 
2. Seluruh kegiataan yang di alami dilokasi dana desa di rencanakan,di 
laksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh 
unsur masyarakat. 
3. Seluruh kegiatan harus di pertanggung jawabkan secara administrative, 
teknis, dan hukum. 
4. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip 
hemat,terarah dan terkendali. 
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Tujuan pemberian Bantuan langsung Alokasi Dana Desa antara lain 
meliputi: 
1. Mengingatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan 
pelayanan pemerintahan pembangunan dan masyarakatan sesuai dengan 
kewenangannya. 
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyrakatan di desa dalam 
perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan secara 
partisipasif sesuai dengan potensi yang dimiliki. 
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan 
kesempatan berusaha bagi masyarakat desa serta dalam rangka 
pengembangan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. 
4. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotonng royong masyarakat. 
Maksud pemberian Bantuan Lansung ADD adalah sebabagai bantuan 
stimulan atau Dana peransang untuk mendorong dalam membiayai program 
pemerinta desa yang di tunjang dengan partisipasi swadaya gotongroyong 
masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahaan dan pemberdayaan 
masyarakat. Dengan adanya Alokasi Dana desa (ADD) ini, diharapkan desa dapat 
mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis masyarakat dalam 
upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan sekaligus memelihara kesinambungan 
pembangunan tingkat desa. Selain itu dengan adanya ADD, desa memiliki 
kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tambah 
harus lama menunggu datangnya Dana bantuan dari pemerintah pusat. Berikut 
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adalah tabel penerimaanana alokasi Dana desa di Sawah Kecamatan Kampar 
Utara Kabupaten Kampar Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2018. 
Tabel 1.1  Penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan 
Kampar Utara Kabupaten Kampar. 
No 
 
Tahun Anggaran Jumlah Penanggung Jawab 
1 2017 423.46,000 Kepala Desa 
2 2018 444.976,000 Kepala Desa 
Sumber: Kantor Kepala Desa Sawah 2017 
Berdasarkan tabel 1.1 dapat di ketahui bahwa penerimaan alokasi dana desa 
di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar pada tahun 2017 
sebesar Rp423.46,000 dan pada tahun 2018 sebesar Rp 444.976,000 dengan 
demikian Desa Sawah Kecamatan  Kampar  berkewajiban untuk melaksanakan 
kebijakkan ADD sesuai dasar hukum yang telah ditetapkan. 
Dengan sudah ditetapkannya berbagai macam dasar hukum mengenai ADD 
diatas, maka sangat di butuhkan figure kepala desa yang mampu memanfaatkan 
Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut dengan sebaik-baiknya. Urgensinya ialah 
supaya pemanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) khususnya di Desa Sawah dapat 
berjalan lancar, untuk itu kepala desa harus mampuh melakukan kerja sama 
dengan pemuka-pemuka masyarakat desa, lembanga-lembaga kemasyarakatan 
Desa atau Badan Perwakilan Desa (BPD), karena sesuai dengan konsesus bersama 
untuk membawah masyarakat  Desa kepada keadaan  yang lebih baik tidaklah 
terlepas dari tuntutan pembaharuan-pembaharuan dalam segal jenis perubahan 
sosial. 
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Tabel 1.II Musyawarah Pemanfaatan Alokasi Dana Desa 
NO Tahun Anggran Peserta Jumlah 
1 2017 Kepala desa 
Perangkat desa 
BPD 
1 
4 
3 
2 2018 Kepala Desa 
Perangkat Desa 
BPD 
Kepala Dusun 
1 
4 
3 
4 
Sumber: Bagian Pemerintahan Desa Sawah 2017 
Berdasarkan tabel di atas, ketahui bahwa pada tahun anggran 2017 dan 2018 
selama ini masyarakat tidak pernah diundang  baik seacra tertulis maupun lisan 
untuk mengikuti rapat/pertemuan mengenai pemanfataan Alokasi Dana Desa 
(ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar. Kepala 
Desa dalam menentukan pemanfaatan Alokasi Dana Desa hanya dilaksanakan 
dengan perangkat Desa dan BPD, namun tak seluruh anggota BPD hadir dalam 
musyawarah tersebut dan juga tidak melibatkan lembanga-lembanga desa sawah 
seperti RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepemudaan bahkan LPM. 
Secarah lebih terperinci jumlah Belanja Pemberdayaan dan pembangunan 
Desa Sawah tahun 2017 dapat dilihat dari tabel berikut: 
Tabel I.III Jumlah Pengelokasian Belanja Pemberdayaan dan 
Pembangunan Desa Sawah Tahun 2017 
 
No Belanja 
Jumlah (Rp) 
Anggaran Realisasi 
Tidak  
Terealisasi 
1 Pembangunan prasarana 
Pemdes 
- Pembangunan Balai 
Desa 
- Pengadaan Perlengkaan 
Balai Desa 
 
 
- 
- 
 
 
- 
- 
 
 
 
 
- 
- 
2 Bantuan Soal     
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No Belanja 
Jumlah (Rp) 
Anggaran Realisasi 
Tidak  
Terealisasi 
- Bantuan sosial kepada 
remaja masjid 
- Bantuan sosial kepada 
kelompok dana wisma 
- Bantuan kepada kegiatan 
keolahraga 
- 
 
- 
 
4.000.000 
- 
 
- 
 
4.000.000 
- 
 
- 
 
- 
3 Pemberdayaan Lain-Lain 
- Bantuan kepada PPK 
desa 
- Kegiatan perayaan hari 
besar nasional 
- Kengiatan perayaan hari 
besar keagamaan 
- Bantuan kepada lembaga 
kepemudaan 
- Bantuan kepada LPM 
desa 
- Bantuan kepada RT dan 
RW 
- Bantuan kepada 
posyandu desa  
- Bantuan kepada panitia 
pembentukan pengurus 
BPD 
- Bantuan kepada imam 
masjid  
- Bantuan kepada guru 
gaji tradisional 
- Bantuan kepada lembaga 
pendidikan keagamaan 
(Rombel/MDA/MTS/M
A) 
- Bantuan kepada guru 
pendidikan anak usia 
dini 
 
4.000.000 
12.500.000 
 
- 
 
4.000.000 
 
4.000.000 
72.000.000 
 
2.500.000 
 
59.200.000 
 
 
- 
 
- 
 
 
31.200.000 
 
24.000.000 
 
4.000.000 
11.500.000 
 
- 
 
4.000.000 
 
4.000.000 
72.000.000 
 
2.500.000 
 
59.000.000 
 
 
- 
- 
 
 
 
31.00.000 
 
20.000.000 
 
- 
1.000.000 
 
- 
 
- 
 
- 
- 
 
- 
 
2.00.000 
 
 
- 
 
 
- 
 
2.00.000 
 
4.00.000 
 Jumlah 217.400.000 212.200.000 1.800.000 
Sumber : Bangian Pemerintahaan Desa Sawah,2017 
Berdasarkan tabel I.II di atas diketahui bahwa jumlah jumlah anggaran  
Belanja Pemberdayaan dan pembangunan Desa Sawah Tahun 2017 
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Rp.217.400.000 dengan realisasi sebesar Rp.212.200.000 dan tidak teralisasi Rp. 
1.800.000 Dengan demikian terlihat bahwa manfatkan Alokasi Dana Desa (ADD) 
belum sesuai dengan tujuan, karna seharusnya ADD yang diterima Pemerintahan 
Desa sejumlah 70% diperngunakan untuk pemberdayaanmasyarakat desa harus 
mencangkup belanja fisik dan belanja non fisik sehingga masyarakat bisa 
menikmati, ikut serta dan berpartisiasi dalam pelaksanaan pemberdayaan dan 
pembangunan sarana dan prasarana yang telah direncanakan, karna tujuan dari 
program pemberdayaan tersebut adalah untuk memberdayakan masyarakat. 
Dalam pemanfaatan alokasi dana desa, Kepala Desa juga tidak melibatkan 
lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana 
desa dibidang pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani Kepala Desa. 
Disamping itu, permasalahan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa dijumpai 
juga pada kemampuan kepala desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan 
pengendalian kegiatan belum baik. Diantaranya adalah tidak dilaksanakannya atau 
tidak di ikutsertakannya kompenen msyarakat dalam musyawarah penggunaan 
Alokasi Dana Desa.  
Adanya indikasi pemanfaatan Alokasih  Dana Desa yang belum sesuai 
dengan tujuan dari Aloksi Dana Desa (ADD) tersebut, jika dihubungkan dengan 
Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman 
Pengelola Keuangan  Desa, tentulah sangat berpontensi menimbulkan dampak. 
Yang beragram pada pemerintahaan maupun masyarakat desa sawah antara lain 
sehubungan dengan tinggkat kesejahteraan masyarakat. 
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Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 
denga judul : „‟PERAN KEPALA DESA DALAM PEMANFAATAN 
ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA SAWAH KECAMATAN 
KAMPAR UTARA KABUPATEN KAMPAR” 
 
1.2 Perumusan Masalah 
Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan 
penelitian sebangai berikut: 
1. Bangaimana peran kepala desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa 
(ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utura Kabupaten Kampar. 
2. Apakah yang menjadi hambatan kepala desa dalam pemanfaatan Alokasi 
Dana Desa (ADD) di Desa sawah Kecamatan Kampar Kabupaten 
Kampar. 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, makan tujuan penelitian ini  adalah 
sebangai berikut: 
1. Untuk mengetahui peran kepala desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana 
Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 
2. Untuk mengetahui hambatan kepala desa dalam pemanfaatan Alokasi 
Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Kabupaten 
Kampar. 
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1.4 Manfaat Penelitian  
1. Secara Teotiritas 
Secara teotiritas hasil penelitian ini dingunakn untuk 
mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis 
tentang  pengelolaan Aloksi Dana Desa. 
2. Secara Praktis 
 Secara praktis hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan 
masukkan dan sumbangan pemikiran bagi kepala desa sawah dalam 
pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). 
3. Secara Aakademis 
 Secara Akademis penelitian ini adalah untuk syarat dalam 
memenuhi jenjang studi akhir yang sifatnya dalam penelitian ilmia dan 
berguna untuk mengaktualisasikan ilmu yang perna didapat selama 
dibangku perkuliahan. 
 
1.5 Fokus Penelitian 
Fokus penelitian adalah menganalisis peran kepala desa dalam pemanfaatan 
Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah kecamatan Kampar Utara Kabupaten 
Kampar dan mengetahui hambatan kepala desa dalam pemanfataan Alokasi Dana 
Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 
 
1.6   Sistematika Penulisan 
Adapun rencan Sistematika laporan penelitian yang di lakukan pada 
penelitian di atas adalah sebagai berikut: 
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BAB I :  PENDAHULUAN 
  Bab ini sebagai pendahuluan yang akan menguraikan latar belakang 
masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. 
BAB II  :  LANDASAN TEORI 
   Dalam bab ini akan di uraikan teori-teori dan berbagai literatur yang 
berkaitan dengan judul penelitian Bab ini juga terdiri dari konsep 
operasional,variabel penelitian dan hipotesis. 
BAB III   :  METODE PENELITIAN 
   Adalah bagian yang menjelaskan tentang lokasi dan waktu 
penelitian, jenis dan sumber data,populasi dan sampel,tehnik 
pengumpumpulan data dan tehnik analisis data. 
BAB IV  :  DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
   Pada bab ini penulis akan menjelaskan kondisi secara umum lokasi 
penelitian yang meliputi sejarah, struktur organisasi dan sumber daya 
organisasi, informasi lain yang relevan dengan judul penelitian. 
BAB V    :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
   Merupakan uraian tentang hasil dan pembahasan penelitian yang 
dilakukan. 
BAB VI   :  PENUTUP 
   Bab ini merupakan bab penutup yang mengambil beberapa 
kesimpulan dan mencoba memberikan saran-saran sebagai 
sumbangan dari pemecah masalah yang di hadapi. 
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     BAB II 
    LANDASAN TEORI 
 
2.1  Pengelolaan  
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 
haun 2014 tentang Desa perlu Menetapkan Peraturan Mentri Dalam Negri tentang 
Pedoman Pengelolaaan Keuangan Desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memilki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa 
adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat 
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah 
desa denga kata lain Kepala desa ini dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur 
penyelenggraan Pemerintah desa dan badan Permusyawaratan desa selaku 
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan 
wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan 
secara demokratis. 
Pengelolaan Keuangan Desa Keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan , pelaporan dan pertanggung jawaban 
keuangan desa , keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai 
dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan 
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Rencana Kerja Pemerintah desa 
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selanjutnya disebut dengan RKPDesa adalah penjabaran dari rencana 
Pembangunan jangka Menengah untuk jangka waktu 1 tahun, dan anggran 
pendapatan belanja desa disebut juga dengan APBDesa rencana keuangan tahunan 
Pemerintah Desa. Dana Desa yang bersumber dari anggran Pendapatan Belanja 
Negara yang dipertunjukan bagi desa yang bertrasper melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiyai 
penyelenggraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa 
adalah perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggran Pendapatan 
Belanja Daerah Kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi khusus. 
 
2.2  Otonomi Daerah 
Lahirnya kebijakan otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 
tahun 1999 yang kemudian di revisi dan menjadi Undang-undang Nomor 32 tahun 
2004 tentang pemerintahan daearah merupakan jawaban atas tuntutan  reformasi 
politik dan demokratisasi serta  pemberdayaan masyarakat  daearah.Otonomi 
daerah menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 merupakan hak, 
wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang ini pemberian 
kewenangan otonomi kepada daerah kabupaten dan daerah kota di dasarkan pada 
asas desentralisasi yang di laksanakan secara luas, nayata dan bertanggung jawab. 
Dengan demikian daerah otonom mempunyai kewenangan yang luas  untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa  sendir 
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berdasarkan aspirasi masyarakat, namun tetap dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Dalam otonomi daerah ada prinsip desentralisasi, 
dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang di jelaskan dalam Undang-undang 
Nomor 32 tahun 2004 sebagai berikut: 
1. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus 
urusan pemerintahan dalam sistem Negara Keastuan Republik Inonesia. 
2. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerinta kepada gubernur seabgai wakil pemerintah/atau kepada 
instansi vertikal di wilayah tertentu. 
3. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintahan kepada daerah 
dan/atau desa dari pemerintahan provinsi kepada kabupaten/kota dan atau 
desa serta dari pemerintahan kabupaten kota kepada desa untuk 
melaksanakan tugas tertentu. 
Menurut Widjaja (2000:4) keweangan otonomi luas adalah keleluasaaan 
daerah untuk menyelenggarakan pemrintahan yang mencakup kewenangan semua 
bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negri, pertahanan 
keamanan, peradilan moneter dan fisikal, agama, serta kewenangan pemerintahan 
di bidang tertentu yang secara nyata ada dan di perlukan serta tumbuh, hidup dan 
berkembang di daerah. 
Sedangkan otonom yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan 
pertanggung jawab sebagai  konsenkuensi pemberian hak dan kewenangan kepada 
daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus  di pikul oleh daearah dalam 
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mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan 
demoktrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan yang serasi antara pusat 
dan daearah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
 
2.3 Otonomi Desa 
Lahirnya pemerintahan pada awalnya adalah untuk menjaga suatu sistem 
ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan 
kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modren yang 
di tandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah 
menjadi melayani masyarakat. Pemerintahan modren, dengan kata lain pada 
hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan 
untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan 
kondisi yang memungkinkan setiap anggota mengembangkan kemampuan dan 
kreatifitasnya demi mencapai kemajuan bersama (Rasyid, 2000:13). Osbome dan 
Gaebler (terjemahan Rasyid, 2000:192) bahkan menyatakan bahwa pemerintahan 
yang demokratis lahir untuk melayani warganya dan karena itulah tugas pemeritah 
adalah mencari cara untuk menyenangkan warganya. 
Pemerintahan juga merupakan kegiatan lembaga-lemga publik dalam 
menjalankan fungsinya untuk mecapai tujuan Negara, dan yang  pemerintahan di 
sebut pemerintahan. Secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan menurut 
Rasyid (2000:13) antara lain: 
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1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar 
dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat 
menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasaan. 
2. Memeliharaan ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara 
warga masyarakat, menjamin agar perubahan aperatur yang terjadi di 
dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai. 
3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan 
status apapun yang melatarbelakangi keberadaan mereka. 
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam 
bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non 
pemerintah. 
Menurut widjaja (2003:4-5) otonomi desa dianggap sebagai wewenang yang 
telah ada tumbuh mengakar dalam adat istiadat desa bukan juga berarti pemberian 
atau desentralisasi. Otonomi desa berarti juga kemampuan masyarakat, jadi 
istilah” otonomi desa” lebih tepat bila di ubah menjadi “otonomi masyarakat 
desa” yang berarti masyarakat yang benar-benar tumbuh dari masyarakat. 
Untuk melakuakan otonomi desa baik berupa kelembagaan menurut widjaja 
(2003:23) segenap potensi desa baik berupa kelembagaan, sumber daya alam dan 
sumber daya manusia harus dapat dioptimalkan untuk itu tahap awal dari ketiga 
potensi tersebut perlu didentifikasikan terlebih dahulu baik dari segi kuantitas 
maupun kualitas. 
Menurut Widjaja (2003:12) kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
susunan asli berdasarkan hak istimewa desa dapat melakukan perbuatan hukum, 
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baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekeyaan, harta benda serta 
dapat menuntun dan dituntut di muka pengadilan. Sebagai wujud demokrasi, di 
desa dengan pihak lain, menetapkan sumber-sumber pendapatan desa, menerima 
sumbangan dari pihak ke tiga dan melakukan pinjaman desa. Kemudian 
berdasarkan hak atas asal usul desa bentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi 
sebagai Lembaga Legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, 
Anggran pendapatan dan Belanja serta keputusan Kepala Desa. Untuk itu, kepala 
desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa mempunyai kewenangan untuk 
melakukan pebuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling 
menguntungkan bersangkutan, kepala desa dapat mendamaikan perkara atau 
sengketa yang terjadi di antara nya warga. 
Kejelian pemerintah dalam implementasi kebijakan otonomi desa 
hendaknya di arahkan pada potensi-potensi yang memiliki desa, untuk itu proses 
pertumbuhan dan perkembangan dapat terarah termasuk aktualisasi nilai-nilai 
lokal tidak dapat di maksudkan untuk mengembalikan desa ke zaman lama, 
melainkan hendak dijadikan sebagai koridor dalam proses transfortasi, agar jalan 
yang di tempuh tidak desktruktif, melaikan tetap mempertimbangan kepentingan 
generasi ke depan. 
Widjaya (2003:11) desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 
batas-batas wilayah, masyarakat adat/primodial atau tradisional, sangatlah berbeda 
dengan masyarakat perkotaan ( urban) dalam menggerakkan nya karna 
sebagaimana masyarakat desa pada umumnya hanya dapat di gerakkan dengan 
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memperhatian adat setempat yang hidup dan berkembang serta diikuti dan di 
perlihara oleh masyrakat. 
 
2.4 Konsep Peranan   
Menurut Purwadaminta peran adalah bagian yang di mainkan oleh seorang 
pemainkan dalam sandiwara ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran 
yang di berikan, peran adalah bagian dari tugas utama yang di laksanakan. 
Mengenai peranan ini Suharto (2006:32) mengemukakan beberapa dimensi 
sebagai berikut: 
1. Peran sebagai Suatu Kebijakan 
2. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan  suatu 
kebijaksanan yang tepat dan baik yang di laksanakan, 
3. Peran sebagai stategi. 
Penganut paham ini mendalikan bahwa peran merupakan strategi untuk 
mendapatkan dukungan dari masyarakat. Peran merupakan aspek yang dinamis 
dalam kedudukan (status) terhadap sesuatu. Apabila seorang melakukan hak dan 
kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalan kan suatu peran ( 
Moejiarto, 2007:37). Analisis terhadap prilaku peranan, dapat dilakukan melalui 
tiga pendekatan yaitu: Ketentuan peran, gambaran peran dan harapan peranan. 
Ketentuan peranan adalah pernyataan formal dan terbuka tentang perilaku yang 
harus di tampilkan seseorang dalam membawa perannnya. 
Pengertian Peranan dalam hal ini peran pemerintah dalam melaksanakan 
fungsi dan tujuannya dalam pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan 
pengaturan masyarakat. Seperti yang telah di kemukan oleh Sarjono Sukanto 
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bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan apabila seseorang 
melaksanan hak-hak serta kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia telah 
melakukan sebuah   peranan. 
 
2.5 Peran kepala Desa 
Dalam Kamus Besar Indonesia (1996:751) peran adalah perangkat tingkah 
yang diharapkan dimiliki orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran 
Menurut Soerjono Soekanto (2006:212), peran adalah aspek dinamis dari 
kedudukan (status). Apabila seseorang melaksankan hak dan kewajibannya sesuai 
dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran. Berdasarkan Peraturan 
Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang pertunjuk pelaksanaaan undang-
undang desa, dalam Struktur organisasi pemerintahan desa, di sebutkan bahwa:‟‟ 
Kepala Desa dalah pemimpin Pemerintahan Desa tertinggi yang dalam 
melaksanakan tugasnya di banatu oleh perangkat desa. Kepala Desa diangkat dan 
di lantik oleh bupati melalui pemilihan langsung oleh penduduk desa warga 
Negara Republik Indonesia. 
Kepala desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa 
berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD) Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun , dan dapat di perpanjang lagi 
untuk satu kali masa jabatan Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan 
Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD. Kabupaten/ Kota 
atas nama Bupati/ Wakil Kota Perangkat Desa lainnya diangkat oleh kepala Desa 
dari penduduk desa, yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Perangkat 
Desa juga mem punyai tugas untuk mengayomi kepentingan masyarakat. 
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2.6  Kewenangan Desa adalah: 
a) Menyerahakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak dan 
asal usul desa. 
b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
kabupaten kota yang di serahkan peraturannya kepada desa, yakni urusan 
pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan 
masyarakat. 
c) Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah 
Kabupaten / Kota. 
d) Urusan pemebentukan lainnya yang di serahkan kepada desa. 
 
2.7  Tugas dan Fungsi Kepala desa 
Menurut peraturan Mentri Dalam Negri Republik Indonesia Nomor 84 
Tahun 2015 pada pasal 6-10 yakni: 
Pasal 6 
1. Kepala Desa berdudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang 
memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 
2. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, 
melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan 
masyarakat. 
3. Untuk melaksanakan tugas seabgaimana di maksud pada ayat (2) Kepala 
Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 
a) Menyelenggarakan Pemerintahan desa, seperti tata praja 
Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah 
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pertahanan, pembinaan ketentramaan dan ketertiban, melakukan 
upaya perlindungan masyarakat, administrasi pendudukan, dan 
penetapan dan pengelolaan wilayah. 
b) Melaksanakan pembangunan seperti pembangunan sarana prasarana 
perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. 
c) Pembinaan kemasyarakatan seperti pelaksanaan hak dan kewajiban 
masyara kat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, 
keagamaan, dan ketenagakerjaan. 
d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas dan sosialisasi dan motivasi 
masyarakat di bidang budaya, ekonomi, lingkungan hidup, 
pemberdayaan keluarga pemuda, olahraga dan karang taruna. 
e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga 
lainnya.  
 
2.8  Pemerintah Desa 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dandi hormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004). 
Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal,hidup bergotong 
royong, memiliki adat istiadat yang sama, mempunyai tata cara sendiri dalam 
mengantur kehidupan masyrakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem 
pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak 
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dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peraturan masyrakat desa 
sesungguhnya merupakan cermin atau sejauh mana aturan demokrasi ditetapkan 
dalam pemerintah Desa sekaligus merupakan tombak implementasi kehidupan 
demokrasi bagi setiap warganya. 
Widjaja (2003:3) mengemukakan mengenai perhatian dari desa adalah suaru 
kesatuan masyrakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal 
usul yang bersifat istimewa dimana landasan pemikiran dalam mengenai 
pemerintah desa adalah keanekaragam , partisipasi , otonomi asli, demokrasi dan 
pemberdayaan masyrakat. Selain itu tinjauan tentang desa juga banyak di temukan 
dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah sebgaimana yang 
terdapat dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 
tentang Desa yang memberikan penjelasan mengenai pengertian desa yang di 
kemukakan bahwa: 
Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa: 
„‟Desa atau yang di sebutkan dengan nama lain, selanjutnya di sebut 
desa,adalah kesatuan masyarakat hukumyang memiliki batas-batas wilayah yang 
berwewenang untuk megatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 
berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui  dan di hormati dalam 
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.‟‟ 
Pasal 1 angka 6 di sebutkan bahwa: 
Pemerintahan desa adalah penyelengaraan urusan pemerintah oleh 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawarah Desa dalam mengatur da mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 
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yang di akui dan di hormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia‟‟. 
Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa: 
„‟Pemerintahan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala 
Desa dan perangkat desa sebagai administrasi penyelenggraan pemerintahan 
desa.‟‟ 
Pemerintahan desa atau di sebut dengan nama lain adalah kepala desa dan 
perangkat desa sebagai unsur penyelengraan pemerintahan desa Undang –undang 
Nomor 32 Tahun 2004 (hasil revisi dari Undang-undang No 22 Tahun 1999) pasal 
202 menjelaskan pemerintahan desa secara lebih rinci dan tegas yaitu bahwa 
pemerintahan terdiri atas kepala Desa dan Perangkat Desa, adapun yang di sebut 
perangkat desa disini adalah Sekretaris Desa, pelaksanaan tehnis lapangan seperti 
Kepala Urusan, dan unsur kewilayaan seperti kepala dusun atau dengan sebutan 
lain. 
2.9.1 Peranan Pemerintahan Desa 
Dalam melaksanaan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggung 
jawab kepada rakyat melalui surat keterangan persetujuan dari BPD dan 
menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan 
camat. Adapun Perangkat Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab 
kepada Kepala Desa. Dalam melaksanakan tugas Kepala desa dan perangkat desa 
bertanggung jawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. 
Apabila terjadi kekosongan perangkat desa maka kepala desa atau persetujuan 
BPD mengangkat pejabat perangkat desa. 
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Kepala desa adalah orang yang meminpin, penyelenggraan pemerintah desa 
berdasarkan kebijakan yang di tetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD). Kepala desa di pilih langsung oleh dan dari penduduk desa dan kepala 
desa memiliki masa jabatan 6 tahun. Kepala desa mempunyai tanggung jawab 
sebagai pemimpin dan pertaggung jawab jalannya pemerintahan, pembangunan, 
pembinaan masyarakat dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan. 
Sebagaiman di ketahui pemerintah desa menurut Kartohadikoesoemo (1984-
184) adalah di selenggarakan oleh pemimpin desa yang di pilih secara demokrasi 
oleh masyarakat desa. Dilihat dari bentuk tata pemerintahan desa itu dapat di 
golongkan pada dua macam adalah: 
1. Pemimpin pemerintahan yang di letakkan di tangan seseorang Kepala  
Desa. 
2. Pemimpin pemerintahan di pegang oleh sebuah dewan. 
Jadi Kepala Desa yaitu pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan 
desa mempunyai tanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan desa, 
pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan juga terhadap organisasi 
kemasyarakatan yang ada didesa. 
Dalam peraturan pemerintahan Republik Indonesia Nomor 72 2005 
menjelaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas menyelenggraan urusan 
pemerintahan, pembanguanan dan kemasyarakatan sedangkan dalam 
melaksanakan tugas tersebut Kepala Desa mempunyai wewenang: 
1. Memimpim penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan 
yang di tetapkan bersama BPD.  
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2. Mengajukan rancangan peraturan desa, 
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama 
BPD. 
4. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desaa mengaenai APB 
Desa untuk di bahas dan di tetapakan bersama BPD. 
5. Membina kehidupan masyarakat desa 
6. Membina perekonomian desa, 
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisifasif 
8. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 
9. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
Menurut Undang –undang otonomi daerah nomor 32 Tahun 2004 tentang 
pemerintahan daerah, bahwa kewajiban Kepala Desa diatur lebih lenjut dengan 
perda berdasarkan  peraturan pemerintah. Dan dalam peraturan pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, Kepala Desa dalam melakukan tugas 
dan wewenang mempunyai kewajiaban diantara nya yaitu: 
1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-
undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta 
mempertahan kan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. 
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4) Melaksanakan kehidupan demokratis; 
5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari 
kolusi, Korupsi dan Nepotisme; 
6) Menjalin hubungan kerja dengan seruh mitra kerja pemerintahan  desa 
7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undang  
8) Menyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang baik 
9) Melaksanaan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa 
10)  Melaksanaan urusan yang terjadi kewenangan desa, mendamaikan 
perselisihan masyrakat desa 
11)  Mengembangkan pendapatan masyrakat desa 
12)  Membina, mengayomi dan melestrikan nilai-nilai sosial budaya dan adat 
istiadat 
13)  Memberdayakan masyrakat dan kelembagaan didesa dan 
14)  Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 
lingkungan hidup 
Selain itu Kepala Desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan 
laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati memberikan laporan 
keterangan pertanggung jawaban. 
Menurut Widjaja (2003:31) mengingatkan tugas dan kewajiban Kepala Desa 
yang sangat berat, maka sangat diperlukan persyaratan tertentu untuk menjadikan 
Kepala Desa. Persyaratan selain yang telah ditentukan dalam peraturan 
perundang-undangan diperlukan adanya kemapuan untuk menjalankan 
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kepemimpinan yang di embannya, secara individu seorang pemimpin haruslah 
memiliki kemampuan dan memiliki kelebihan-kelebihan anatra lain yaitu: 
a. Kelebihan dalam penggunaan pemikiran rasio dalam arti kelebihan dalam 
memiliki pengetahuan tentang hakikat dan tujuan akan lembaga (desa) 
yang dipimpinnya, pengetahuan akan keluhuan azas-azas yang mendasari 
organisasi yang di pimpinnya dan pengetahuan tentang cara-cara untuk 
memutar roda pemerintahan secara rasional, efektifdan professional 
sehingga tercapainya hasil yang maksimal. 
b. Kelebihan dalam rohaniah dala arti memiliki sifat-sifat keluhuan budi, 
integrasi moral saehingga menjadi teladan bagi masyarakat yang di 
pimpinnya. 
c. Kelebihan dalam hal fisik dalam arti dapat memberikan contoh konkrit 
dalam memotivasi kerja yang berprestasi bagi yang dipimpinnya. 
 
2.10 Implementasi Kebijakan 
Menurut Nugroho (2004-158) implementasi kebijakan pada prinsipnya 
adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya Menurut Mazmanian 
dan Sabatier implementasi kebijakan berarti usaha untuk memahami apa yang 
senyatanya terjadi sesudah suatu program di rumuskan yakni peristiwa-peristiwa 
dan kegiatan-kegitan yang terjadi setelah proses pengesahan/legislasi kebijakan 
publik, baik itu menyangkut usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada 
masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. 
Menurut Grindle (dalam Nugroho,2004:174) bahwa berhasil tidaknya 
implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh dua variabel besar,yakni variabel 
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„‟content of policy’’(isi kebijakan) dan variabel „‟contex of policy’’ (lingkungan 
kebijakan). Variabel isi kebijakan mencakup yaitu: 
a. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan  
b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan 
c. Derajat perubahan yang di inginkan  
d. Kedudukan pembuatan kebijakan 
e. (siapa) Pelaksanaan program 
f. Sumber daya yang dikerahkan 
Sedangkan Variabel lingkungan kebijakan mencakup: 
a. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlihat 
 Karakteristik dan lembaga penguasa 
b. Kepatuhan dan daya tangkap 
Menurut Nugroho (2004:179) implementasi kebijakan haruslah 
menampilkan keaktifan dari kebijakan itu sendiri. Pada prinsipnya ada‟‟ empat 
tepat‟‟ yang perlu dipenuhi dalam keeftifan implementasi kebijakan  
1. Ketetapan ini di nilai dari dejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan 
hal-hal yang memang memechkan masalah yang hendak dipecahkan. 
Kemudian apakah kebijakan tersebut sudah di rumuskan sesuai dengan 
karakter maslah yang hendak di pecahkan dan apakah kebijakan di buat oleh 
lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai 
dengan karakter kebijakannya. 
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2. Ketetapan pelaksanaan  
 Kebijakan Aktor implementasi kebiajakn tidak hanya pemerintahan. Ada 
tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksanan yaitu pemerintah, kerjasama anatara 
pemerintah/masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang di swastakan. 
Dimana kebijakan yang bersifat monopoli seperti perbuatan kartu identitas 
penduduk sebaiknya di selenggarakan oleh pemerintahan. Kebijakan yang 
bersifatnya memberdayakan masyarakat seperti penanggulagan kemiskinan 
sebaiknayadi selenggarakan oleh pemerintahan bersama masyarakat, seperti 
pengelolaan pasar yang mana pemerintahan kegiata masyarakat, seperti 
pengelolaan pasar yang mana pemerintahan kurang efektif untuk 
menyelengarakannya sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintahan barsama swasta. 
3. Ketetapan target kebijakan 
 Ketetapan target ini berkenan dengan tiga hal yaitu: pertama, apabila target 
yang diintervensi sesuai dengan yang di rencanakan, apabila tidak ada tumpang 
tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan 
lain, kedua apabila targetnya dalam kondisi siap untuk diinervensi atau tidak, 
Kesiapan bukan saja dalam arti alami, namun juga apakah kondisi target 
mendukung atau menolak. Ketiga apabila intervensi implementasi kebijakan 
bersifat baru atau mempengaruhui implementasi kebijakan sebelumnya Terlalu 
banyak kebijakan yang tampaknya baru namun pada prinsipnya mengulang 
kebijakan yang lama degan hasil yang sama tidak efektifnya dengan hasil 
sebelumnya. 
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4. Ketetapan lingkunagan kebijakan 
 Ada dua lingkungan yang paling menentukan implementasi kebijakan 
yaitu: pertama,  lingkungan kebijakan yaitu lingkungan interaksi diantara lembaga 
perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan denagan lembaga lain yang 
terkait. Kedua, lingkungan eksternal kebijakan yang juga sebagai variabel eksogen 
yang terdiri dari publik opini yaitu persepsi publik akan kebiajakan dan 
implementasi kebiajkan interprectuve intitutions yang berkenan dalam 
masyarakat, seperti media masa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan 
dalam menginterprensikan kebijakan dan implementasi kebijakan. 
 N. Dunn (2000:169) menambahkan dalam mengimplementasikan 
pelaksanaan kebijakan ada tiga tahap yang harus di laksanakan yaitu: 
1. Perencanaan 
2. Pelaksanaan 
3. Pengawasan (evaluasi). 
 
2.11 Pembangunan Desa 
Menurut Kunarjo (1993:6) pembangunan harus di artikan lebih dari 
pemenuhan kebutuhan materi dalam kaehidupan manusia. Untuk mencapai 
keberhasilan pembangunan tersebut, maka banyak aspek dan hal-hal yang harus 
diperhatikan, yang di antranya adalah keterlibatan masyarakat di dalam 
pembangunan. 
Menurut Widjaj (2003:23) desa yang otonom akan memberikan ruang gerak 
yang harus pada perncanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata 
masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai 
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instansi pemerintahan. Dilain pihal sumber daya manusia masih sangat langka di 
pembangunan yang bersifat fisik dan tidak diimbangi dengan maningkatkan 
pembangunan sumber daya manusia. 
 
2.12 Penelitian terdahulu 
Deibby K.A Pangkey UNSRAT (Universitas Sam Ratulangi) Manado, 
Sulawesi  Utara Indonesia dengan judul peran kepala desa  dalam pelaksanaan 
pembangunan di desa tatelu satu kecamatan  mandolong kabupaten minahasa 
dengan kesimpulan adanya upaya pengawalan yang intensif dari pihak aparat 
pemerintahan desa termasuk kepala desa beserta jajarannya yang bekerjasama 
dengan kepala jaga yang merupakan tokoh masyarakat di daerahnya, kepala desa 
berkewajiban mendampingi semua pembangunan secara fisik yang di tetapkan 
oleh hasil musrembang di tingkat desa. 
Waniarsih (2017) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan 
judul Peran Kepala Desa dalam meralisasikan penggunaan anggran dana desa 
dengan kesimpulan Alokasi penggunaan dana desa Kerang Kecamatan Batu Brak 
lebih di arahkan untuk pembanguanan insfrastruktur desa yaitu pembanguanan 
tugu perbatasan desa pembangunan jalan menuju kebun warga pembangunan 
dreinase dan pembangunan rabat reton dan lain sebagainya. Sedangkan dalam 
pembinaan masyarakat desa belum pernah diadakan pembinaaan masyarakat dan 
dalam bidang pemberdayaaan masyarakat pernah diadakan penelitaian kelompok 
tani pada tahun 2014. 
Kesi Widjajanti (2011) Universitas Semarang dengan judul Model 
Pemberdayaan Masyarakat Kesimpulan  Penelitian ini memberikan kesimpulan 
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terhadap masalah yang di ajukan sebelumnya yaitu bagaimana proses 
meningkatan keberdayaan warga masyarakat melalui proses pemberdayaaan 
terwujud dari model sosial model manusia model fisik dan kemampuan pelaku. 
Candra Kusuma Negara Putra (2013) Universitas Brawijaya Malang,dengan 
judul Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa 
dengan kesimpulan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pemberdayaan 
Masyrakat Wonoerjo Kecamatan Singosari kabupaten Malang, menunjukkan 
bahwa sebagian dari Dana Desa ADD untuk memberdayakan Masyarakat di 
gunakan untuk biaya operasional pemerintahan desa dan BPD sehingga 
penggunaan ADD tidak sesuai dengan peruntukannya. 
  
2.13  Pandangan Islam  
Jika kita perhatikan dari semua penjelasan diatas, maka dapat diketahui 
bahwa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi Alokasi Dana 
Desa (ADD) haruslah melibatkan unsur masyarakat yang ada di desa tersebut. 
Maka cara melibatkan masyarakat dalam hal tersebut adalah : 1. Dengan 
musyawarah Tata aturan pemerintahan yang diatur dalam islam, ialah tata aturan 
Parlementer. Allah telah mewajibkan kita umat Islam ini menegakkan prinsip-
prinsip syuraa. Dalam ayat-ayat itu dengan tegas dinyatakan kewajiban kita untuk 
mengikuti prinsip ini.  
Menghendaki adanya musyawarah yang lebih efektif dan umum. Seorang 
pemimpin seharusnya tidak hanya menimba (meminta) pertimbangan dari ulama, 
tetapi semua kelas dalam masyarakat dan siapa saja yang mampu memberikan 
suatu pendapat yang dinamis. Hanya saja ada batasan yang melingkari berlakunya 
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musyawarah/konsultasi secara wajar. Tidak semua permasalahan dapat dijadikan 
materi musyawarah/konsultasi. Misalnya ajaran-ajaran islam pokok yang 
merupakan dasar-dasar agama tersebut tidak perlu lagi dipermasalahkan.18 
Adapun didalam Al-Quran Allah SWT berfiraman: 
ََني ِذَّلاَو او ُبا َج َت ْسا َْمِهبَِّر ِل او ُما َق َأَو ََة َلَ َّصلا َْم ُهُر ْم َأَو  َىَرو ُش َْم ُه  َ ن  ْ ي  َ ب اَِّمَِو 
َْم ُها َن  ْقَزَر ََنو ُق ِف ْن  ُ ي 
Artinya:  Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya 
dan mendirikan shalat  sedang urusan mereka (diputuskan) dengan 
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari 
rezki yang Kami berikan kepada mereka. (QS Asy-Syuura: 38).  
 
2.14  Defenisi Konsep 
 Guna menghindari salah penafsiran dan kekeliruan dalam memahami arah 
penelitian sekaligus agar terciptanya satu kesatuan pemahaman yang utuh, maka 
perlu diberikan defenisi konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu 
sebagai berikut: 
1. Perencanaan adalah kegiatan awal yang dilakukan untuk menetapkan 
suatu kebijakan/program. Dalam penelitain ini adalah penetapan rencana 
pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan 
Kampar Utara Kabupaten Kampar. adalah penetapan rencana 
pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Sawah Kecamatan 
Kampar Utara Kabupaten Kampar. 
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2. Pelaksanaan adalah kegiatan menjalankan suatu kebijakan/program. 
Dalam penelitian ini adalah kegiatan pemanfaatan Alokasi Dana Desa 
(ADD) Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 
3. Evaluasi adalah kegiatan mengidentifikasikan mengenai apa yang 
sebenarnya yang terjadi pada pelaksana an atau penerapan program. 
Dalam penelitian ini adalah mengidentifikasikan mengenai apa yang 
sebenarnya yang terjadi pada pelaksanaan pemanfaatan Alokasi Dana 
Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 
Kampar. 
 
2.15  Konsep Operasional  
 Konsep operasional adalah petunjuk bagaimana suatu variabel di ukur,dan 
juga berfungsi untuk menciptakan kesatuan bahas, makna serta persepsi dan 
pengertian dalam mengelola dan menganalisa data, Konsep opersional dalam 
penelitian ini adalah. 
1. Peran adalah fungsi yang dijalankan oleh lembaga dan sesuai dengan 
tujuan yang diharapkan oleh msyarakat. 
2. Kepala Desa adalah kepala kampung atau orang yang mengepalai desa 
sedangkan yang dimaksud dengan kepala desa dalam penelitian ini  
adalah kepala desa  Sawah yang di angkat dan diberhentikan 
berdasarkan ketentuan perundang- undangan Nomor 32 Tahun 2004 
3. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang di Alokasikan oleh 
pemerintah Kabupaten /Kota untuk desa yang bersumber dari bagian 
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dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang di terima oleh 
Kabupaten/ Kota. 
 
2.16  Variabel Penelitian 
Adapun variabel yang berhubungan dengan penelitian ini adalah variabel 
tunggal yaitu: Peran Kepala Desa Dalam Pemanfataan Alokasi Dana Desa, dengan 
indikator sebagai berikut: 
1. Perencanaan pemanfaatan  Alokasi Dana Desa (ADD) 
2. Pelaksanaan pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) 
3. Pengawasan pemanfaatan Alokasi Dana Desa(ADD) 
Untuk melihat gambaran yang jelas tentang variabel, indikator dan sub 
indikator dari konsep operasional dapat di lihat dari tabel berikut: 
Tabel 2.1 Operasional Variabel Penelitian 
Variabel Indikator Sub indicator 
Peran Kepala Desa Dalam 
Pemanfaatan ADD di Desa 
Sawah kecamatan Kampar 
Utara Kabupaten Kampar  
1. Perencanaan a. Musyawarah desa 
b. Melibatkan 
kelembagaan desa 
c. Merumuskan 
anggaran 
pembangunan 
d. Menetapkan 
anggaran bersama 
BPD. 
e. Koordinasi 
 
 2. Pelaksanaan  
 
  
a. Sesuai perencanaan  
b. Sesuai dengan 
peraturan desa 
c. Transparansi 
d. Partisipasif 
e. Akuntabilitas 
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Variabel Indikator Sub indicator 
 3. Pengawasan/Evaluasi a. Pengawasan internal 
rutin 
b. Kontrol sosial 
masyarakat 
c. Pengawasan yang 
dilakukan BPD 
d. Pemantauan oleh 
BPD 
 
Sumber:N.Dunn (2000:169) 
 
2.17   Kerangka Pemikiran 
Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan,maka 
penulis membuat suatu kerangka pikiran dan penelitian ini sebagai berikut: 
Gambar II.I Kerangka Pikiran Tentang PerananKepala Desa Dalam 
Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD)  di Desa Sawah Kecamatan Kampar 
Utara Kabupaten Kampar. 
 
  
 
  
 
    
 
 
        
  
 
Sumber: Modifiksi penelitian, 2017 
Peraturan Mentri No 113 tahun    
2014 tentang pengelolaan 
keuangan desa 
Perencanaan 
pengelolaan ADD 
 
Peran Kepala Desa Dalam 
Pemanfaatan Alokasi Dana Desa 
Pelaksanaan pengelolaan ADD 
 
Pengawasan/Evaluasi 
Pengelolaan ADD 
 
Terwujudnya 
Pemanfaatan  ADD yang 
baik bagi Masyarakat 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1. Lokasi dan Waktu 
Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah pada 
Kantor Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar waktu 
penelitian di mulai pada 12 Mei 2019-Juni 2019. 
 
3.2. Jenis Penelitian 
 Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian 
deskriptif kualitatif yang mana melakukan penelitian  langsung di Desa Sawah 
Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar guna mendapatkan gambaran-
gambaran terperinci berdasarkan kenyataan di lapangan dan hasilnya akan di 
sajiakan dalam bentuk tabel dan di lengkapi dengan uraian –uraian serta 
keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan. 
 
3.3. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian berikut: 
a. Data Primer. Menurut Iskandar  data primer data yang diperoleh dari 
hasil observasi dan wawancara kepada responden.Data primer dalam 
penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara responden tentang 
pendapatnya yang berkaitan dengan pemanfaatan Alokasi Dana Desa 
(ADD). 
b. Data sekunder, menurut Iskandar ,data skunder adalah data yang di 
peroleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersipat studi 
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dokumentasi berupa penalaahnya terhadap dokumen pribadi, resmi 
kelembagaan, refensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lain nya 
yang memiliki referensi dengan fokus permasalahan penelitia). Data 
sekunder dan penelitian inidi proleh dari literatur buku-buku dan data 
yang dikumpulkan dsri sejumlah data yang tersedia secara tetulis yang 
berupa data sejarah singkat, struktur organisasi jumlah  staf Desa 
Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar.serta data-data 
yang lain meurut penulis dapat melengkapi penelitian ini nantinya. 
 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
a. Observasi. Menurut Usman tehnik observasi adalah pengamatan dan 
pencatatan yang sistematis terhadap gelaja-gejala yang di teliti. Tehnik ini 
dilakukan dengan cara datang cara pendekatan dan pengamatan langsung 
pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder 
dari Kantor Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 
Kampar, dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dari daerah 
penelitian. 
b. Wawancara. Menurut Ridwan‟‟Wawancara yaitu sautu cara pengumpulan 
data yang di gunakan untuk memperoleh informasi langsung dari 
sumbernya‟‟ Dalam penelitian ini penulis melakukan Tanya jawab kepada 
pihak-pihak terkait, dengan alasan sebagai sumber informasi untuk 
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memperoleh data mengenai pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di 
Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar. 
c. Dokumentasi, Menurut Ridwan tehnik dokumentasi adalah di tujukan 
untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian meliputi buku- 
d. buku yang relevan, peraturan-peraturan laporan kegiatan dan data yang 
relevan penelitian, tehnik ini digunakan untuk mendapatkan konsep teori 
penelitian ini. 
 
3.5. Tehnik Informan 
Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada 
peneliti penentuan informasinya menggunakan tehnik purposive (bertujuan), 
tehnik puporsive adalah tehnik penetuan informan berdasarkan pada 
pengembangan tertentu. Adapun perimbangan tersebut didasarkan pada informan 
yang mengetahui secara jelas dan tepat informan mengenai masalah dalam 
penelitian ini. 
Tabel 3.1. Informan Penelitian 
No Informan Jumlah Keterangan 
1.  Masyarakat Desa Sawah 4.  Key Informan 
2.  Perangkat Desa Sawah 3.  Key Informan 
4.  Ketua BPD Desa Sawah 1.  Key Informan 
 
3.6. Analisis Data 
Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 
yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan 
cara mengorganisasi data kedalam ketegori, menjabarkan kedalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 
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yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada 
orang lain. Analisis data kualitatif Menurut Bogdan dan Biklen dalan 
Moleong.(2010) yaitu: 
 „‟Analisis data adalah proses mencari dan mengantur sistematis transkip 
interview, catatan dilapangan dan bahan-bahanlain yang didapatkan, yang 
kesemuanya itu anda kumpulkan untuk meningkatkan pemahaman anda( terhadap 
suatu fenomena)dan membantu anda untuk mempresentasikan penemuan anda 
kepada orang lain.‟‟ 
Berikut ini adalah beberapa tahapan yang di pakai untuk menganalisis data: 
a. Reduksi Data 
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusataan, 
perhatian pada penyederhanaan, penyabstrakan dan trasanformasi 
data”kasar” yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Mereduksi data 
yang berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 
hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data yang telah direduksi 
akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 
untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila di 
perlukan reduksi mampu memberikan kode pada asfek-asfek tertentu. 
b. Penyajian Data 
Dalam sebuah penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan 
dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar ketegori dan 
sejenisnya informasi yang dapat dilapangan di sajikan kedalam teks 
dengan sebaik mungkin, tanpa adanya penambahan yang tidak disesuaikan 
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dengan fakta yang ada. Hal tesebut bertujuan untuk dapat menyajikan data 
yang telah direduksi dengan tepat dan benar keadaan yang sebenarnya 
dilapangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penelitian 
berusaha menyajiakn data yang tepat dan akurat. 
c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
Langkah ketiga dalam tahapan analisis intertif menurut Miles dan 
Huberman (2009-18-21) adalah penarikan kesimpulan dan verfikasi yaitu 
menimbulkan dari temuan-temuan penelitian untuk dijadikan suatu 
kesimpulan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukan masih bersifat 
sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat 
mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti 
yang valid saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 
kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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BAB IV 
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
4.1  Geografis Desa Sawah 
Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara adalah salah satu desa yang ada di 
Keacamatan Kampar Utara yang luas wilayahnya 23.959,75 Ha. Adapun batas-
batas wilayah Desa Sawah: 
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kayu Aro 
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Naga Beralih 
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Berulak 
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Jalau 
Jarak ke Ibu Kota Bangkinang 12 km2, jarak ke Ibu Kota Kabupaten 12 
km2, jarak ke Ibu Kota Propinsi Riau 62 km2, Desa Sawah ini terbagi dari 4 
Dusun, yaitu Dusun Sawah, Dusun Tanjung, Dusun Pulau Tengah, Dusun 
Sangkar Puyuh. 
 
4.2  Demografis 
Berdasarkan pendapatan, jumlah pendapatan yang ada di Desa sawah 
berjumlah 3099 jiwa dengan kepala keluarga 765 KK, pada akhir tahun 2017 
untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada tabel berikut ini. 
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah Presentase% 
1.  Laki-laki 1542 49,8% 
2.  Perempuan 1557 50.2% 
 Jumlah 3099 100% 
Sumber: Rincian Dan Statistik Desa Sawah 2017 
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Dari Tabel di atas bisa kita lihat bahwa jumlah penduduk menurut jenis 
kelamin lebih banyak perempuan dari pada laki- laki dengan jumlah perempuan 
sebanyak 1557 dengan presentasenya 50,2%. 
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Menurut Usia/Umur 
No. Umur Jumlah Presentase% 
1.  1-12 Tahun 1353 43,6% 
2.  13-40 Tahun 949 30,6% 
3.  41-60 Tahun 521 16,8% 
4.  61-80 Tahun 223 7,2% 
5. >80 Tahun 53 1,7% 
 Jumlah 3099 100% 
Sumber: Rincian Data Dan Statistik Desa Sawah Tahun 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pendudukmenurut usia/umur 
yang memiliki jumlah terbanyak adalah usia/ umur1-12 tahun dengan jumlah 
1353 dengan tingkat persentasenya adalah 43,6% sedangkan yang paling rendah 
adalah berumur >80 tahun yaitu berjumlah 53 dengan tingkat persentase1,7%. 
 
4.3 Pendidikan 
Pendidikan merupakan faktor penting dalam menciptakan manusia yang 
berkualitas, apalagi dalam menjalani kehidupan era globalisasi sekarang ini. 
Dalam hubungan ini kita melihat perkembangan manusia seutuhnya dari aspek 
pendidikan yang ada dalam masyarakat Desa Sawah menunjukkan ketinggalan 
jika di bandingkan dengan desa-desa yang terdapatdi wilayah Kecamatan Kampar 
Utara. Kenyataan ini terbukti dari sarana pendidikan yang tersedia di Desa Sawah. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut 
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Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
No Sarana Pendidikan Jumlah Presentase% 
1.  Taman Kanak-Kanak 120 7,4 % 
2.  Sekolah Dasar 492 30,3 % 
3.  SMP/SMA 723 44,6% 
4.  Akademik (DI-D3) 179 11,0 % 
5.  Sarjana (SI-S3) 109 6,7% 
 Jumlah 1623 100% 
Sumber: Rincian Data Statistik Desa Sawah Tahun 2017 
Berdasarkan Tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah penduduk dilihat 
dari tingkat pendidikan yang ada di desa sawah yang paling banyak adalah 
tamatan SMP/SMA sederajat yaitu berjumlah 723 dengan persentase 44,6% dan 
tingkat pendidikan yang paling sedikitmadalah tamatan Sarjana (SI-S3) yaitu 
berjumlah 109 dengan persentase 6,7%. 
Disamping itu, tingginya tingkat kepedulian dan perhatian orang tua 
terhadap pendidikan putra-putri mereka merupakan salah satu indikasi yang 
mempengaruhi tingkat pendidikan yang ada di tengah masyarakat. Sementara, 
tinggi rendahnya tingkat pendidkan masyarakat sangat dipengaruhi oleh dan 
ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. 
Dalam meningkatkan pendidikan yang ada di Desa Sawah maka 
Pemerintahan Desa Sawah harus memiliki sarana pendidikan yang cukup. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:. 
Tabel 4.4 Jumlah Sarana Pendidikan 
No. Jenis   Sarana Pendidikan Jumlah Presentase% 
1.  Play Grup 2 33,3% 
2.  TK 1 16,7% 
3.  SD/Sederajat 2 33,3% 
4.  MTS/Sederajat 1 16,7% 
5.  SMA/Sederajat - - 
 Jumlah 6 100% 
Sumber:Rincian Data Dan Statistik Desa Sawah Tahun 2017 
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Dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa lembaga pendidikan formal 
yang ada di Desa Sawah Kecamatan Utara yang paling banyak yaitu play grup 
yaitu berjumlah 2 dengan tingkat presentase 33,3%, sedangkan sarana pendidikan 
untuk SMA sederajat belum ada di dirikan, Hal ini menjadi perhatian khusus 
untuk pemerintahan Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar 
supaya bisa mendirikan sekolah SMA sederajat demi meningkatkan pendidikan 
didesa tersebut. 
 
4.4 Kehidupan Beragama 
      Agama merupakan sesuatu hal yang dianut dan di percayai dalam 
kehidupan manusia seperti halnya agama islam. Agama islam merupakan suatu 
kepercayaan yang dianut oleh umat muslim. Seperti halnya masyarakat yang ada 
di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar seluruh 
masyarakatnya beragama Islam. Berdasar data yang di peroleh dari kantor kepala 
desa sawah  yang memiliki jumlah penduduk secara keseluruhan sebanyak 3099 
jiwa, mayoritas penduduk yang berada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 
kabupaten Kampar dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:  
Tabel 4.5 Jumlah Penganut Agama 
No. Agama Laki-laki Perempuan 
1.  Islam 1542 1557 
2.  Kristen - - 
3.  Katolik - - 
4.  Hindu - - 
5.  Budha - - 
 Jumlah 1542 1557 
Sumber:Rincian Data Dan Statistik Desa Sawah Tahun 2017 
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    Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa seluruh masyarakat 
yang ada di desa sawah pada umumnya menganut agama islam, sehingga 
diperlukan adanya sarana peribadatannya. Untuk lebih jelasnya, adapun sarana 
peribadan yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar 
dapat dilihat pada Tabel berikut: 
Tabel 4.6 Jumlah Sarana Peribadatan Dari Masing-masing Agama 
No. Jenis Peribadatan Jumlah 
1.  Masjid 5 
2.  Surau/musholah 7 
 Jumlah 12 
Sumber: Rincian Data Dan Statistik Desa Sawah tahun 2017 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tempat peribadatan 
yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar hanya ada 
dua jenis tempat peribadatan yaitu masjid dan mushollah dimana jumlah masjid 
sebanyak 5 dan jumlah mushollah sebanyak 7 hal ini dikarenakan masyarakat 
yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar semua 
masyarakatnya beragama Islam. 
 
4.5 Sosial Ekonomi Masyarakat 
Perekonomian masyarakat di Desa Sawah berada pada posisi menengah 
apabila di bandingkan dengan Desa lain yang terdapat di Kecamatan Kampar 
Utara hal ini berdasarkan observasi penulis lakukan dapat dilihat dari segi tempat 
tinggal, juga kenyataan yang ditampilkan dari masing-masing keluarga. Adapun 
rincian mata pencaharian masyarakat Desa Sawah dapat dilihat pada tabel 
berikut.. 
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Tabel 4.7 Jenis Mata Pencaharian 
No Jenis Pekerjaan Jumlah Presentase% 
1.  Petani 1239 74,91% 
2.  Buruh Tani 111 6,71% 
3.  PNS 152 7,31% 
4.  Pedagang 121 9,18% 
5.  Bidan/Perawat 22 1,33% 
6.  TNI/POLRI 2 0,12% 
7.  Pensiunan 7 0,42% 
 Jumlah 1654 100% 
Sumber: Rincian Data Dan Statistik  Desa Sawah Tahun 2017 
Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang bermata 
pencaharian mayoritas yang ada di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 
Kabupaten Kampar adalah sebagai petani yaitu dengan jumlah 1239 orang dengan 
tingkat persentase 74,91% disusul oleh PNS dengan jumlah 152 orang tingkat 
persentase9,18% dan yang paling sedikit menurut jenis pencaharian adalah 
TNI/POLRI yaitu sebanyak 2 orang dengan tingkat persentase 0,12% dengan 
demikian dapat dipahami bahwa tingkat mata pencaharian yang ada di Desa 
Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar yang mayoritas bermata 
pencaharian sebagai petani dengan jumlah 1239 orang persentase 74,91%. 
 
4.6 Adat Istiadat 
Masyarakat Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara menganut sistem sosial 
dengan menggunakan sistem adat istiadat yang mengatur tata pergaulan sosial 
masyarakat desa. Masyarakat desa juga memegang tradisi adat seperti dalam acara 
pelaksanaan upacara adat perkawinan masih dominan dilakukan sampai  
dilakukan sampai sekarang. Selain dari upacara adat perkawinan, masyarakat desa 
Sawah Kecamatan Kampar Utara kabupaten Kampar juga melakukan upacara 
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syukuran pertanian yang dilkukan sekali dalam setahun. Peran adat istiadat dalam 
masyarakat desa dilakukan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan kegotong 
royongan dalam membangun desa. Adapun pemuka adat yang ada di Desa Sawah 
Kecamatan Kampar Utara berjumlah lima orang yang di angkat sebagai penghulu 
dari suku-suku yang ada dan diangkat oleh kemenakan mereka dengan sistem 
pemilihan kepada kemenakan yang memahami adat baik dan benar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.7. Struktur Organisasi 
           Struktur Organisasi Kantor Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara  
Kabupaten Kampar 
 
Kepela Desa 
Supardi 
Sekretaris 
Sherdi. S.sY 
Kaur Pemerintahan 
Zuraida 
Kaur Umum 
Dahrizzal 
Kaur keuangan 
Fitri yati 
Kaur pembangunan  
Rosnida 
KADUS 1 
KAMARUZZAM
AN 
KADUS II 
ZAMHIR 
KADUS III 
EDI M. 
SYAHRUDIN 
KADUS IV 
Rahmat 
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BAB VI 
PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitianyang telah penulis lakukan, maka dapat di 
simpulkan bahwa: 
1. Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sawah Kecamatan 
Kampar Utara Kabupaten Kampar masih belum optimal. Ini terlihat 
dimana persentase hanya 22,05 % dari keseluruhan indikator penelitian 
yang penulis kemukakan yang dinyatakan sudah terlaksana dengan baik. 
Hal ini berarti bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa 
Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar belum menunjukkan 
hasil yang maksimal seperti, belum adanya peningkatan Pendapatan Asli 
Desa ( PADes), belum juga optimalnya keswadayaan dari masyarakat. 
2. Hambatan Kepala Desa dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di 
Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar adalah 
lemahnya sumber daya manusia yang ada di Desa Sawah Kecamatan 
Kampar Utara Kabupaten Kampar, minimya kegiatan-kegiatan pelatihan 
dan penyuluhan terkait masalah Alokasi Dana Desa yag dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah Kabupaten Kampar maupun pemerintah desa dan 
Partisifasi masyarakat sangat rendah dalam mendukung proses 
pelaksanaan Alokasi Dana Desa. 
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6.2 Saran 
Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis menyarakan sebagai berikut: 
1. Kepala Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar dalam 
proses perencanaan Alokasi Dana Desa hendaknya melibatkan seluruh 
lembaga-lembaga yang ada di desa Sawah dan mengedepankan 
musyawarah dalam memperoleh keberhasilan hasil mufakat, melakukan 
koordinasi yang baik dengan seluruh masyarakat desa dan menampung 
aspirasi masyarakat untuk menentukan prioritas pembangunan desa. 
2. Kepala Badan Permusyawaratan Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara 
Kabupaten Kampar selaku lembaga yang memiliki fungsi pengawasan, 
hendaklah meningkatkan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan 
Alokasi Dana Desa dan melakukan pemantauan secara berkala. 
3. Kepada Masyarakat desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten 
Kampar agar dapat meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan 
pemerintahan desa terutama terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa. 
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